NOTULEN RAPAT
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKARAYA

Pelaksanaan Rapat : Tanggal, 30 Juni 2026
Pimpinan : Plh. Kepala Dinas DP3APPKB
Peserta : Kepala bidang, Kepala UPT dan seluruh ASN

diLingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Perihal : Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
Triwulan Il Tahun 2026

Hasil Rapat :

1. Pagu Murni APBD DP3APPKB Rp. 11.582.374.596,98

2. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Triwulan Il Tahun 2026 telah
sesuai dengan Capaian pada masing-masing bidang, UPT PPA maupun sub
keuangan.

3. Permasalah:

a. Masih kurangnya kolaborasi dan komitmen bersama semua pihak.

b. Keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi Kalimantan Tengah belum
mencapai 30%, sehingga diperlukan sosialisasi/ pelatihan/ bimtek untuk calon
anggota legislatif khusus perempuan.

c. Data yang diminta belum semua terkumpul.

d. Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam pemenuhan hak anak yang
dituangkan dalam 5 klaster 1 kelembagaan, yang tertuang dalam 24 indikator
kabupaten/kota layak anak sebagai upaya pemenuhan hak anak.

e. Belum semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mendapatkan predikat
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada Tahun 2024 ada 7 (tujuh)
kabupaten/kota yang mandapatkan penghargaan KLA, 5 (lima) yang
mandapatkan predikat Pratama (Palangka Raya, Katingan, Kotawaringin
Timur, Kotawaringin Barat dan Sukamara), 2 (dua) yang mandapatkan
predikat Madya (Pulang Pisau, dan Kapuas).

f. Masih banyak SDM yang belum memiliki sertifikat Konvensi Hak Anak (KHA).

g. Minimnya fasilitasi atas informasi Layak Anak.

h. Kurangnya sosialisasi terkait Forum Anak Daerah (FAD) sebagai 2P (Pelopor
dan Pelapor).

i. Dukungan anggaran yang kecil dari pemerintah kabupaten/kota untuk

pelaksanaan KLA di Kabupaten/Kota.



J.  Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

k. Masih ditemukan Perkawinan Anak dibeberapa wilayah yang berdampak
pada Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Anak.

|. Akses pendidikan yang belum merata, sehingga masih ada anak yang putus
sekolah, baik karena faktor ekonomi, lokasi geografis maupun kondisi sosial.

m. Akses Kesehatan dan gizi buruk masih memengaruhi Kualitas Hidup Anak.

n. Masih adanya eksploitasi anak dan bullying.

0. Kurangnya Perlindungan Anak diruang Digital, sehingga Anak menghadapi
risiko penipuan daring, paparan konten negatif, pelanggaran privasi dan
eksploitasi seksual secara online.

p. Kurangnya kapasitas SDM pada unit layanan di Kabupaten/Kota yang
membutuhkan tenaga profesional yang memiliki sertifikat keahlian terutama
yang berkaitan dengan hal mediasi dan konseling.

g. Petugas Operator Simfoni PPA Kabupaten/ Kota masih belum sepenuhnya
menginput layanan yang diberikan kepada korban ke Simfoni PPA.

r. Kurangnya Anggaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak.

s. Sinkronisasi data dan implementasi GDPK dan PJPK di kabupaten/kota
belum optimal.

t. Belum meratanya akses pelayanan dan promosi penggunaan kontrasepsi
modern.

u. Pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi masih belum
merata.

v. Program pemberdayaan lansia belum menjangkau seluruh sasaran.

4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
untuk Tahun 2026 bertambah menjadi 22 indikator, yang pada Tahun 2025
hanya sebanyak 8 indikator.

5. Berikut Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas per triwulan Il Tahun 2026:

CAPAIAN TRIWULAN I
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
e —— KINERJA SATUAN
UTAMA TAHUN | TARGET | REALI | CAPAI
2026 SASI | AN %
1 Meningkatnya Nilai Sakip
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat 81,05
Daerah Angka 80,35 80,35
100,871




NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

SATUAN

TARGET

TAHUN
2026

CAPAIAN TRIWULAN I

TARGET

REALI
SASI

CAPAI
AN %

Meningkatkan
Kesetaraan
Gender dan
Perlindungan
Perempuan

Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)

indeks

89,15

89,15

90,04

100,99

Persentase
ARG pada
Belanja
Langsung
APBD Provinsi
Kalteng

persen

3,50

1,49

42,57

Rasio
kekerasan
terhadap
Perempuan,
termasuk TPPO
(per 100.000
penduduk
Perempuan)

indeks

18,4

18,4

2.1799
63

188,21

Ketersediaan
Data Terpilah
Gender dan
Anak

dokumen

14

100

Meningkatkan
Kualitas Hidup
dan Hak Anak

Persentase
Kabupaten/Kota
yang
mendapatkan
Peringkat dalam
KLA

persen

78,57

78,57

63,64

80,997

Indeks
Perlindungan
Anak (IPA)

Indeks

67,55

67,55

67,55

100

Rasio
Kekerasan
Terhadap Anak
Per 10.000
Anak

Indeks

3,48

3,48

0,3778
68

189,14

Meningkatkan
Pelayanan
Pengaduan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak

Persentase
Perempuan
Korban
Kekerasan dan
TPPO yang
Mendapatkan
Layanan
Komprehensif

persen

90

90

100

111

Persentase
anak
memerlukan
perlindungan
khusus yang
mendapatkan
layanan
komprehensif

persen

90

90

100

111




Meningkatkan
kualitas dan
kesejahteraan
keluarga

Angka kelahiran
Total/total
fertility Rate
(TFR)

angka

2,23

2,23

2,22

99,55

Angka Kelahiran
remaja umur 15-
29 Tahun (Age
Specific Fertility
Rate / ASFR)

angka

38,2

38,2

38,9

98,20

Indeks
Pembangunan
Berwawasan
kependudukan
(IPBK)

indeks

57,9

57,9

63,6

109,8

Angka
Prevalensi
Kontrasepsi
Modern
(Modern
Contraceptive
Prevelance
Rate /mCPR)

angka

66,41

66,41

71,0

106,9

Median Usia
Kawin Pertama
Perempuan
(MUKP)

angka

21

21

20,3

96,99

Persentase
Kebutuhan KB
yang Terpenuhi
Menurut
Alat/Cara KB
Modern
(Demand
Satisfied)

persen

88,8

88,8

90

101,3

Kehamilan
Tidak
Direncanakan
(KTD)

persen

8,44

8,44

11,0

76,81

Persentase
Kebutuhan ber-
KB yang Tidak
Terpenuhi
(Unmet Need)

persen

7,6

95

Indeks
Pembangunan
Keluarga
(IBangga)

Indeks

62,7

62,7

67,9

108,2

Indeks Lansia
Berdaya

Indeks

62,64

62,64

69,9

111,59




Indeks
Pengasuhan
Keluarga yang
memiliki Remaja

Indeks

86,88

86,88

815

94,92

Persentase
Kampung
Keluarga
Berkualitas
Mandiri

Persen

26,35

26,35

23,93

90,81

Total skor:

Rata-rata:

2314,847

105,22 %

Notulen

pat,

-

Eri Sriwahyuni, SKM




